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ABSTRAK 

 

Pembangunan infrastruktur Jalan Tol Yogyakarta-Klaten merupakan proyek 

strategis nasional yang memerlukan pengadaan tanah dalam skala besar. Pelaksanaan 

pengadaan tanah untuk kepentingan umum ini wajib berpedoman pada Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk 

Kepentingan Umum, yang menekankan prinsip kepastian hukum, keterbukaan, dan 

musyawarah untuk mencapai kesepakatan. Namun, proses di lapangan sering 

dihadapkan pada tantangan, terutama terkait penentuan nilai ganti kerugian yang layak 

dan adil serta mekanisme penyelesaian keberatan dari pihak yang berhak. Penelitian 

ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian prosedur pelaksanaan pengadaan tanah 

Jalan Tol Yogya-Klaten dengan ketentuan UU No. 2 Tahun 2012 dan mengevaluasi 

efektivitas mekanisme musyawarah dan mediasi dalam penyelesaian sengketa 

penetapan ganti kerugian. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, 

dengan melakukan wawancara kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN), tim 

pelaksana pengadaan tanah, serta perwakilan masyarakat yang terdampak.  

Data yang dikumpulkan meliputi data primer dari hasil wawancara dan data 

sekunder berupa dokumen, regulasi, dan laporan pelaksanaan pengadaan tanah. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa secara formal, tahapan pengadaan tanah telah 

mengikuti koridor hukum yang berlaku. Meskipun demikian, terdapat beberapa 

kendala implementatif, terutama pada fase musyawarah di mana beberapa pemilik 

tanah merasa nilai ganti kerugian yang ditetapkan oleh penilai tidak mencerminkan 

keadilan substansial, yang kemudian berujung pada proses konsinyasi di pengadilan. 

Kesimpulannya, pelaksanaan pengadaan tanah untuk Jalan Tol Yogya-Klaten telah 

memenuhi aspek legalitas prosedural, namun keberatan dari masyarakat menunjukkan 

adanya kebutuhan untuk meningkatkan transparansi dan objektivitas dalam penentuan 

nilai ganti kerugian serta memperkuat peran lembaga mediasi independen sebelum 

proses berlanjut ke jalur hukum. 

Kata Kunci: Pengadaan Tanah, Jalan Tol, Ganti Kerugian, Kepentingan Umum. 
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Abstract 

 

The construction of the Yogyakarta-Klaten Toll Road infrastructure is a 

national strategic project requiring large-scale land acquisition. Implementation of this 

land acquisition for public interest must be guided by Law No. 2 of 2012 concerning 

Land Acquisition for Development in the Public Interest, which emphasizes the 

principles of legal certainty, transparency, and deliberation to reach agreement. 

However, the process in the field often faces challenges, particularly regarding 

determining fair and equitable compensation and the mechanism for resolving 

objections from entitled parties. This study aims to analyze the compliance of the land 

acquisition procedures for the Yogyakarta-Klaten Toll Road with the provisions of Law 

No. 2 of 2012 and to evaluate the effectiveness of deliberation and mediation 

mechanisms in resolving compensation disputes. The research method used was 

empirical juridical, through interviews with the National Land Agency (BPN), the land 

acquisition implementation team, and representatives of affected communities.  

The data collected included primary data from interviews and secondary data 

in the form of documents, regulations, and land acquisition implementation reports. 

The results indicate that formally, the land acquisition stages have followed applicable 

legal guidelines. However, several implementation challenges arose, particularly 

during the deliberation phase, where some landowners felt the compensation 

determined by the appraiser did not reflect substantial fairness, leading to a court 

consignment process. In conclusion, the land acquisition process for the Yogya-Klaten 

Toll Road met procedural legal requirements. However, public objections indicate the 

need for increased transparency and objectivity in determining compensation and 

strengthening the role of independent mediators before the process proceeds to court. 

Keywords: Land Acquisition, Toll Road, Compensation, Public Interest. 
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